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Perawat di pesan dokter agar pasien A di injeksi KCL 25 cc dimasukan
dlm larutan D 5% 500 cc dg kecepatan 16 tetes per menit. Perawat
tersebut menurut perawat lain, dan perawat tsb menyiapkan KCL dlm
spuit injeksi, tanpa melihat caatatan dokter perawat tsb langsung
“siap”menyuntikan ke pasien secara bolus (ke intravena), ada perawat
lain yang mengetahui dan dpt dicegah

CONTOH NEAR MISS



CONTOH NEAR MISS

DI BAGIAN GASTRO 

ENTEROLOGI

Pasien yg diduga luka lambung (grastitis), dilakukan
tindakan endoskopi, setelah ujung endoskopi
masuk dlm lambung, ternyata masih banyak
makanan, ternyata dokter baru sadar melakukan
kesalahan, lupa menanyakan apakan pasein
menjalani puasa sblm persiapan endoskopi, 
meskipun terjadi kesalahan pasien tdk cedera
medis.



Contoh Prevent-able  

Adverse  Event

Pasien penderita infark
jantung akut telah
diperbolehkan pulang oleh
dokter yg merawat

Tanpa diberikan obat beta  
bloker (tdk ada kontra
indikasi dlm pemberian). 
Empat bulan kemudian, 
pasien mengalami serangan
jantung ulang



Pasien lanjut usia patah
tulang paha bagian atas, 
lalu meninggal karena
sumbatan pembuluh darah
di paru-paru (emboli), 
setelah pasein dioparasi, 
meskipun sdh diberi
pengobatan preventif

CONTOH 

INHERENT RISK



CONTOH INEVITABLE RISK

Dokter digestif melakukan pengambilan batu empedu dg metode
kolesistektomi laparoskopi. Namun gagal, pasien mengalami luka pada
saluran empedunya. Doter tsb lalu melakukan operasi laparotomi untuk
mengatasi luka tsb. Ternyata pasien memiliki “anomali” (penyimpangan) 
saluran empedu, shg menjadi faktor penyulit pada saat dilakukan
kolesistektomi laparoskopi.



CONTOH  NEGLIGENCE

Seorang pasien dijadwalkan untuk menjalani amputasi tingkai
kanan. Namun yang terjadi sebaliknya, yg dioperasi kaki kiri









PENGADUAN

1.IDENTITAS PENGADU

2.NAMA & ALAMAT 

TEMPAT PRAKTIK 

DOKTER SERTA 

WAKTU TINDAKAN 

DILAKUKAN

3.ALASAN PENGADUAN



KEPUTUSAN MKDKI

1. KEPUTUSAN MKDKI 

MENGIKAT DOKTER DAM 

KONSIL KEDOKTERAN IND

2. KEPUTUSAN DPT BERUPA  

DPT DINYATAKAN TDK 

BERSALAH /PEMBERIAN 

SANKSI DISIPLIN

3. SANKSI DISIPLIN BERUPA: 

PERINGATAN TERTULIS, 

REKOMENDASI PENCABUTAN 

STR & SIP

4. KWJBN IKUTI 

PENDIDIKAN/PELATIHAN DI 

INSTITUSI PENDIDIKAN 

KEDOKTERAN



PEMERIKSAAN  DI  MKDKI:

1. MKDKI  MEMERIKSA & MEMBERIKAN 

KEPUTUSAN  THD  PENGADUAN  YG  BERKAITAN 

DG  DISIPLIN  DOKTER

2. DISIPILIN  DOKTER  MAKSUDNYA A DALAH 

PENEGAKAN/PENERAPAN  KEILMUAN  DALAM 

MELAYANI  PASIEN

3. APABILA  DLM  PEMERIKSAAN  DITEMUKAN 

PELANGGARAN  ETIKA  MKDKI  MENERUSKAN 

PENGADUAN  PADA  ORGANISASI  PROFESI.

















































SYARAT-SYARAT PELIMPAHAN/DELEGASI
(Ps.23 PERMENKES 2052/2011)
1. Dokter atau dokter gigi dapat 

memberikan pelimpahan suatu 
tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi kepada perawat, bidan atau tenaga 
kesehatan tertentu lainnya secara 
tertulis dalam melaksanakan tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi.

2. Tindakan kedokteran atau kedokteran 
gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat dilakukan dalam 
keadaan di mana terdapat kebutuhan 
pelayanan yang melebihi ketersediaan 
dokter atau dokter gigi di fasilitas 
pelayanan tersebut.



Pelimpahan tindakan dilakukan dengan ketentuan:
a. a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;

b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah 
pengawasan pemberi pelimpahan;

c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang 
dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan 
pelimpahan yang diberikan;

d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan 
klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan

e. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.





Pasal 84
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat

yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka
berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun.

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun.

Salah  satu ketentuan Pidana

dalam UU  No. 36  Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan




